" PERLINDUNGAN HUKUM -

Pendahuﬂuan |

iklan bardasar_kan_ tata I{rama

dlsampalkan lewat suara medla dan
dlbiayal oleh pemrakarsa yang di-
kenal,. serta. dxtujukan kepada se-
baglan atau, seluruh masyarakat

Medla 1klan vang berpengaruh se-

lama ini adalah melalui sarana audio,

audxowsu_al_dan_medlawsua} Masing-
-~ masing mempunyai ‘nilai lebih dan
kekurangan. Namun yang pasti, iklan
mempunyai. pengaruh yang sangat
korelatif dengan pola konsumsi
seseorang. Bahkan, dalam makna yang
lebih luas iklan mampu ‘mempenga-
ruhi kehldupan sosial budaya seke-
]ompok masyaraka& '

_ Iklan dalam dxmensmya yang
ideal juga menj adi sarana pendidikan
- masyarakat, Sekurangnya akan men-
jadi satu rangsangan untuk berfikir
dan menemukan variabel penyam-
bung informasi positif-dalam ke-
- sehariannya. Dan tentunya secara
ekonomis keberadaan iklan mem-
berikan mhu keuntungan yang tidak
kecil.

*y Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin,
Kalimantan Selatan.

ani'adalah_" segala bentuk-

esan tentan suatu’ roduk ang. . :
p '8 b ¥ g ' alamat konsumen Pemsahaan besar-z_-

- TERHABAP KONSUMEN IKLAN
OIeh Samsui Wahldm S H M S *)

*“Praktisnya, ‘secara ekonomis

+iklan merupakan media yang ‘tak di= -
_ragukan 1ag1 membawa peran penungﬁ_

uniuk sampainya svatu produk ke

menymhkan sampai 35 persen Qan _
biaya produksinya untuk iklan. Oleh__.
karena itu, dari konsumen harga yangﬁ;ﬁ

dibayar, sebaglannya juga dimasuk-- .

kan’ sebagaz harga iklan. Dan seka-
rang ini, iklan merupakan bagian
yang tak mungkin lagi ditinggalkan
uniuk perofesmnahsme usaha. Justra
karena begitu besarnya dominasi
ekonomis dalam persoalan inilah,
kita rasakan betapa ternyata 1klan
sermgkah mempu

Samp&x sekarang boleh disebut
masih amat jarang pengkajian yang
secara korelatif mengaitkan persoal-
an iklan dengan hukum. Padahal,
berbagai dampak yang ditimbulkan
oleh iklan amat dominan menjadi
masalah hukum. Hukum positif pada
satu ‘sisi dan praktek iklan pada sisi
yang lain merupakan dua variabel
yang ‘obyektif ada di masyarakat.
Bagaiman posisi aturan yang ada di
dunia perikianan kita dewasa ini,
serta sejauh manakah peran hukum
bisa mengatur soal periklanan. Juga
persoalan berikutnya bagaimana hu-
kum bisa menjangkau, dan selanjut-
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nya menjaring pelaku pelanggaran,

kemudian menjatubkan sanksi terha--
dap siapa yang bertanggung jawab

dalam soal iklan seandainya ternyata
menimbulkan dampak negatif dan
oleh hukum dinilai perly disanksi.

. Berdasarkan dua hal tersebut,
masa: pengkajian yang disampaikan
'ndak semata beranjak:.kepada pre-

diksi degmams, tetapi (lebih mem-

beratkan kepada sisi sosiclogis hu-
kum sebagai pendekatannya.

Ekaan ﬁaiam Unﬁang-ﬁadang

Agar pemzhaman terhadap per-
1@@1&% iebih -transparan, maka per-
tama-tama periu diperiegas, apakah
yang dimaksud dengan hukum di sini;
Hukum dalam konteks periklanan
dimaknai sebagai aturan hukum posi-
tif. artinva hukum yang jelas diatur
dalam peraturan perundang-undang-
an. Oleh sebab itu yang dimaksudkan
dengan pelanggaran hukum adalah
pelanggaran terhadap ketentuan
undang undang. ' '

Pen%{}anan kita sekarang ini di-
a_tur__dan merupakan satu rumpun da-
lam Undang-Undang Pokok Pers
yang secara mendasar diatur dalam
pasal 13 ayat (6). Media periklanan
merupakan -salah sain unsur penun-
jang yang penting dalam pengembang-
an usaha pers. Keteniuan-ketentuan
mengenai media periklanan diatur
oleh pemerintah setelah mendengar
pertimbangan Dewan Pers.

Penjelasan pasal ini, menyatakan
bahwa iklan dalam konteks ini tidak

semata dipandang bersifat promosi,
akan tetapi juga mengandung tjuan
igeal, karena itu pengendalian dan

" pembinaan di bidang materi periklan-

an dilakukan oleh Menteri Penerang-

‘an, sedangkan di bidang usahanya

olech Menteri Pprdaeangan daﬁ
Kop rasi. S

Seh&gaz landasan euk _
raiagka membatasi perilaku yangﬁe—
sual dengan yang . dikehandaki
Undang -Undang, maka dmuaﬂah
KodeEtik Periklanan, Demxkaan 1 juga,
untuk lebibh mengopcr&smmikan
maksud dan tjuan Undang-Undang,
dibuat pula tatakvama dan:fatacara
periklanan Indonesia yang dijadikan
sebagai pedoman para “insan iklan”
dalam mengemban misinya. ..

Kode Ftik Periklanan, Tatacara
dan Tatakrama Periklanan -

Pokok pangkal ketidakefektifan
aturan mengenai periklanan, bisa kita
telusuri dari pemberdayaan etika,
tatakrama dan tatacara periklanan
pada satu sisi dan peran hukum pada
sisi yang lain. Di sini terlihat adanya
kesenjangan yang memerlukan satu
upaya berupa kebijakan, sehingga ke-
senjangan tersebut bisa dijembatani.

Berdasarkan prediksi teoretik,

etika diartikan sebagai -pedoman .

perilaku bagi pengemban pelaksana-
an profesi. Etika erat kaitannya de-

ngan persoalan dalam filsafat yang -

berdiri secara transparan dJi samping
logika dan estetika, yang dapat diar-
tikan dalam dua hal. Pertama syarat-
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syarat yang dnperiﬂkan unmk mem-

berikan perbuatan yang chsebut seba-
gai benar dan baik, dan kedua yang

disebut sebagai “summum bomm”_ :
' atau batasan untak sesuam yang da-
pat. dlkatakan sebagaz ba:ls: Benar

. Enka profesa fidak Iam danpada

-suatu konsensus Suafu: kesepakaian :

bersama ‘antara’ pendapat para ahh

daiam menenmkan ‘hal-hal yang ber~ -

hubun anden an standar rofesmnai :
_ 8 B i - profesi- sebagax tindakan interen.”

. Hukum, apalagi yang bersanksi ha-
etika sangat berhubungan ciengan 5

Berkalt dengan hal tersebut kata

1 Perﬂaku yang bcnslkan hak dan

_k@waﬁban berdasarkan perasaan- '
moral, dan karena itu sanksmya— _

pun bersifat moral;

2. Perilaku yang sesuai dengan dan
atau unfuk mendukung siandar
profesi yang dimaksudkan seba-

gai upaya pengokuhan perilaku;

3. Etika, tidak. mencantumkan

~ sanksi konkret dan tidak bersifat

mengatur apalagi hal-hal teknis.

Berdasarkan hal di atas maka
_dalam per;klanan unsur kantmuitas
dalam arti yang Jelas—gefas bisa dipan-
tau dan diukur berdasarkan Satu
aktivitas lertentu masih belum ada.
Demikian juga unsur kelembagaan
sebagai unsur yang mengikat khususn

_ nya dibentuk berdasarkan filter yang'.

seragam belum dikenal.

Kebcraddan iklan, hampar se-

luruhnya berorientasi kepada per-
soalan ckonomis. Oleh sebab itu,
 memang sulit untuk melembagakan
. satu etika yang benar-benar “pure”

dalam persoalan ekonomi Akan hal. .

nya kode etik sendiri, maka ke-

__'beradaannya bukanlah satu- -satunya

faset penting, Oleh karena it
keberadaannya ndak terlepas dari
kondisi masyarakat di mana etika_
tersebut dzterapkan Dalam konieks,
hukum, etika " profesi tidak terlepas

'_darl aturan hukum vang ada. di
magyarakat. Etika senngkah me-

ngembalikan bentuk sanksi kepada_-

nys akan ikut campur jika memang _

) berbagai persyaratan untk it ada.

Kelembagaan yang bersifat pe-

'ngawasan terhadap keberadaan iklan,

berdasarkan ketentuannya dilakukan

‘oleh Depariemen Penerangan dalam

hal ini oleh Dewan Pers dengan ang-
gota yang ditunjuk. Misalnya dari
unsur wakil masyarakat, PWI, SGP,
P3ldan sebagainya. Sedangkan untuk
penjatuhan sanksinya, menjadi ke-

‘ wenangan dari Dewan Kehormatan
Pers =Lk

Praktek selama ini, Dewan
Kehormatan Pers tersebut baru akan

:meiaksanakan fungsinya manakala

ada pengaduan dari fihak yang me-

" rasa d1mg1kan Sementara untuk soal

kerugian ini, msntusmyaieb:h banyak

- berada pada ‘wilayah hukum positif.

Di sinilah letak mandulnya sanksi
dalam bidang periklanan tersebut.

Peianggaran Profesi-Pelanggaran
Hukum

Dalam hal tatakrama dan tatacara
periklanan, yang melihat kalimat-
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: kahﬁamgza dimaz;sudk&ﬂ aebagail-

semacam petun;uk teknis’ ternyata
juga tidak jelas dan tidak tegas
mencamumkan sankm Padahai

sen@stmya kaiaupun ada delegas;.'
wewe:ﬂang sehaIuSﬁya yaias kepada'
siapa deiegasz wewanang diberikan’

dan” bagalmana mekamsme pemn—
dak nmya. “io :

Karena é«:eudakjelasan am me-

mmbﬁlkan pexmasaiahan bagaimana .

memndak seseorang atau badan hukum

yang. dmﬂax melanggar atau melaku-

kan sesuatu yang merugikan berkait-
an dengan iklan, Padahal unsur ini
demikian penting, sebab jika sudah
terbukti ‘adanya pelanggaran, maka
akan jelas juga sanksinya.

Dalam masyarakat kita, banyak
prof@s: yang mempunyai etikasendiri.
Secara ekstrem, etika profesi itu bisa
tercermin dalamn sikap eksklusif dari
orang-orang yang tergabung di
dalamnya. Karena banyakmya etika
profesi di masyarakat (baik yang se-
cara tegas disyahkan secara profesi-
onal maonpun yang tidak) tentu saja
sebagai konsekuensinya adalah
munculnya ketaksamaan standar.

Sebagai akibatnyasering terdapat
benturan siandar yang tak sama antara
etika profesi yang satu dengan etika
profesi yang lain, dan juga antara eti-
ka profesi dengan hukum obyektif di
masyarakat.

Mamun seharusnya, karena me-
mang suatu profesi pada dasarnya ti-
dak steril di masyarakat maka huk-
um objektif tersebutlah yang sela-

yaknya dzj&d;kan sebagm standar.‘_.
penegakan hukum. Sekahgus tulah
yang dljadlk&ﬁ sebaga1 standar nﬂai'
keadilan yang mesti’ d1tegakkan
Langkah tekmsnya adalah deagan
menyealesaikan berdasarkan ketmtum
an hukum -jika memang mememahz ‘
persyaratan untuk itu,

“Akan halnya pelang gamn Emkum
maka bagmmanapun mtmya '
bisa dibukiikan berdasarkan 'prmsap
kausalitas. Ada kesalahan danada
hukumnya, Ada perbuatan ierieniu
yang memang secara langsung atau
tidak langsung merupakan suatu
perbuatan vang diancam hukuman
berdasarkan ketentusn yang J;g}_as
baik dalam Hukum Pidana mnaupun
Hukum Administrasi. Y

Secara umum, dalam perscalan
Hukum Pidana kita memang tidak
mengatur mengenai adanya tindak
pidana dalam periklanan. Namun bu-
kan berarti tidak ada. Beberapa
ketentuan mengenai hal ini,  seperii
penipuan misalnya, adalah satu
ketenmian pasal vang dekat dengan
profesi periklanan,

Tetapi sebagai satu Catatan,
dalam Badan Hukum seperti PT
misalnya, tidak bisa dijatuhi sanksi
pidana, Yang bisa dipidana hanyalah
orang atau pribadi. Sementara Badan
Hukum menjadi media yang dipan-
dang profesional dalam kaitannya
dengan pengelolaan iklan. )

Yang agaknya lebih bisa men-
jaring adalah dalam lapangan Hukum
Perdata, Dalam Huokum Perdata, ada
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;.p_ﬁmsip :bahwa siapa yang Jmerasa
dirugikan maka ia bisa menuntut ke-
‘pada siapa yang menyebabkan tim-
buinya kerugian tersebut,
Suhtnya me'ijanng ‘iktan yang

meianggar hukum, dari p;dana jelas
sulif. ‘mencari siapa yang bertang-

B ._gungjawab Dalam hukum perdata ju-

ga akan. Sulit’ dzbukmkan kerugian
‘yangi dld{’:fl‘{a sezfta keterkaitan antara

: ._;kewgmn y’ang e’}zﬁenia ‘it dengan

pemmg guna} awaban yang ‘mesti dipi-
kul oleh perusahaan perzkianan dan
atau’ produsen pmdui{ tertentu.

P@zsaaﬁan Pmmns

Dj samping: masih adanva ke-
lemahan hukum yang nyatza itu, ma-
ka sekarang memang secara objektif
kita temukan iklan yang demikian
meresahkan tetapi institusi peng-
awasnya masih muncul satu gap war-
gamasyarakat, kecuali memenuhi un-
sur tadi baru akan bisa melakukan
kontrol terhadap iklan. Tetapi mana
yang bisa memenuhi unsur itu? Dari
beberapa kasus yang ada, ternyata hal
tersebut tidak bisa dituntut, sebab
ketiadaan hubungan kausalitas.

Menyimak lebih terinci kepada
tatakrama dan tatacara periklanan,
mengesankan penekanan sanksi yang
tidak bersifat konkret. Pertanyaan
sederhana mungkinkah suatu aktivi-
tas yang dipenuhi dengan komponen
ckonomis akan diatasi dengan sanksi
yvang bersifat abstrak?

Dari IV BAB yang terdiri dari
sekian puluh pasal dalam tatakrama

dan tatacara periklanan itu ternyata
tidak ada yang secara konkret men-
cantumkan adanya sanksi. Kendati- -
pun kalimatnya banyak mengandung
pembebanan dan tekanan, semisal ha-
rus, tidak boleh. Tetapi apa ukuran
tidak memenuhi keharusan dan apa
ukuran tidak diperbolehkan? Serba
tzda}f jelas, dem;kian juga sanks;nya

Nampaknya hampir seluruh pe-
maknaan dari yang. disebut tatakra-
ma dan tatacara periklanan tadi iebah
dekaf kepada situasi dan kondisi. Atau
tepatnya lebih dekat kepada pretensi
vang bersifat subjektif (dari) aparat
vang bertanggung jawab dalam soal
itu. Sememara, kita tahu persis kecen-
derungan uniuk melihai iklan dari
kacamata ideal, dalam arti berdasar-
kan unsur pcrtanggungjawa%an
moral masih dikalahkan dengan
orientasi yang bersifat ekonomis da-
tam arti lebih khusus adalah pemasuk-
an dari sektor pajak,

Peran pejabat administratif da-
tam hal ini memegang peran besar.
Tetapi secara objektif harus kita akui,
jajaran Departemen Penerangan
sekarang menerapkan prinsip yang
longgar. Uniuk ini dibutuhkan satu
upaya agar bagaimana masyarakat
yang secara langsung merasa dirngi-
kan oleh produsen dengan iklannva,
bisa bertanggung jawab kepada kon-
sumen. Ini tidak mudah.

Berdasarkan uraian di atas, maka
terlihat bahwa perlindungan hukum
terhadap konsumen iklan masih amat
lemah. Padahal mobilitasiklan dewasa
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*ini’sudah demikian pesat dan mem-
bawa. dampak yang kompleks. Oleh
karena it dibutubkan antiszpasx yang
‘bersifat. prevenﬂf sehmgga iklan se-
bagai produ}; yang menjembatani
kepentingan produscn dan konsumen

‘benar- benar objeknf dan bersﬁat _

edukauf

Hukum klta dewasa nu yaug
_ bersumber pada penlaku objekuf
dan’ malakukan pengukuran terhadap
peﬁanggaran hanya didasarkan ke-
‘pada peraturan perundang- undangan
selayaknya ‘dikembangkan secam
lebih aktif dan dinamis.

ﬁemgmn ya_ng secara langsung
ditimbulkan oleh ketidak benaran
iklan, apalagi yang bersifat materiil
memang sulit dibuktikan, akan tetapi
ini sebenarnya menjadi lahan kajian
menarik bagi para ahli hukum kita.

Beberapa saran pemecahan
masalah periklanan yang mungkin
bisa ditempuh, sehingga hukum bisa
iebih tegas menjaring pelanggaran-
aya ialah : '

1. Filter vang bersifat langsung,
vaitu orang-orang yang bekerja
- dalam bidang periklanan harus
diperketat. Hendaknya tidak
semata beralasan seni (dan
ekonomis semata-mata). Yang

Iebih penting juga seni itu harus

dengan ukuran yang jelas.

Selama ini, berbagai iklan yang

sebenarnya cenderung melang-

gar susila, bDahkan melanggar

“nukum sulit ditindak. Alasannya

karena dibalik penampilan iklan

ada- unsur seni yang mdah dan
artistik, - o
2. Pejabat’ peﬁgawas harus bemn-
- dak tegas, tidak semata berorien-
-tasi kepada pajak dan ekonomis
- tetapi juga kepada standar morai
_dalam masyarakat yang bisa
g _daperiang-gungjawabkan .
- ‘Selama ini, tindakan tegas. ml
. ;’hanya pada dxmcna admxmsﬂ"asx
Cdan ek@nom:s Admlmstmsz da-
= lam 502l perijinan dan ekonﬂml
dalam soal pajak dan retribus:x-
nya. Sementara materi iklannya,
hampir tak pernah menjadi per-
masalzhan. Padahal iklan yang
“nakal” dan juga yvang “menvye-
satkan” banyak jumlahnya.
3. Penyelesaian secara -hukum
hendaknya dicarikan -modus
yang secara langsung memang
_menggariskan siapa yang ber-
tanggungiawab dalam persoalan
demikian, Ini membutuhkan sa-
tu yurisprudensi. Sementara yu-
risprudensi kiia dalam bidang
perikianan selama ini belum
pernah ada.
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